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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat Rahmat dan
Karunia Nya, kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
dengan tema “Pengetahuan Dasar PPh Final dan PPh 21 Beserta Pelaporannya Pada
Igbaltex Surabaya”. Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan perwujudan salah
satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademika program
Studi Akuntansi Sekolah Tinggi IlImu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020 — 25 Oktober 2021.
Peaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dipilih berdasarkan kebutuhan akan
pentingnya pemahaman Pajak Penghasilan Final bagi pelaku UMKM.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada:

1. Pimpinan Igbaltex Surabaya yang telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat.

2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang telah
memberikan dukungan dan bimbingan kepada kami.

3. LPPM Sekolah Tinggi IImu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang telah
memberikan bimbingan kepada kami hingga terlaksananya kegiatan pengabdian
kepada masyarakat ini.

Akhir kata, semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat

memberikan manfaat dalam dunia pendidikan dan dunia bisnis.

Surabaya, 28 Januari 2021

Ketua Pelaksana
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ABSTRAK

Pajak adalah primadona sumber pendapatan negara. Untuk itu adalah merupakan
suatu kewajiban bagi setiap wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban
perpajakannya dengan baik yaitu membayar pajak tepat pada waktunya. Salah satu
masyarakat pembayar pajak adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM). Peran pelaku UMKM sangat besar terhadap pendapatan negara.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan
tentang PPh final dan PPh pasal 21 bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto
(omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. Peraturan Pemerintah
tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku
selama lima tahun sejak pemberlakuannya 1 Juli 2013.

Pemberlakuan aturan baru ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat
berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan
kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Salah satu bentuk kewajiban tersebut adalah wajib pajak melaporkan jumlah pajak yang
terutang pada Masa atau suatu Tahun Pajak. Dengan penerapan tarif baru ini maka beban
pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM
memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan
melakukan investasi.

Kata kunci : UMKM, PPh Final, PP No. 23/2018, PPh pasal 21, Pelaporan Pajak



I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan istilah umum dalam ilmu
ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2008. UMKM
mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja
yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Disamping itu UMKM merupakan
pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian sebagai sarana
program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi.

Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan
usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Kriteria usaha mikro adalah pengusaha yang memiliki
kekayaan bersin mencapai jumlah sebesar Rp. 50.000.000, tidak termasuk bangunan dan tanah
tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya maksimal Rp. 300.000.000.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha kecil ini
dilakukan oleh perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Adapun kriteria usaha kecil
tercantum dalam Undang-undang yang menjelaskan tentang UMKM. Kriteria asset yang
dimiliki oleh usaha kecil adalah Rp. 50.000.000 sampai dengan  Rp. 500.000.000.

Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang
dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih sebesar Rp. 500.000.000
sampai Rp. 1.000.000.000. Sedangkan kriteria omzet usaha menengah adalah lebih dari
Rp. 2.500.000.000

Dimasa pandemi covid-19 yang melanda hampir semua negara di dunia, termasuk
Indonesia, banyak sektor yang terdampak. Sektor pendidikan, penerbangan dan sebagainya tidak
terkecuali sektor industri yang pelakunya adalah UMKM. Pelaku UMKM merasa berat dalam
pemenuhan kewajiban perpajakan di masa pandemi ini. Untuk itu pemerintah mengeluarkan

beberapa kebijakan terkait dengan perpajakan.



Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan Pajak Penghasilan
final dan PPh pasal 21 bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8
Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. Peraturan Pemerintah tersebut mencabut PP Nomor 46
Tahun 2013 yang telah berlaku selama lima tahun sejak pemberlakuannya 1 Juli 2013.
Pemberlakuan aturan baru ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam
kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak
yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki
kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.
Disamping itu diharapkan wajib pajak juga melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu melakukan
pelaporan pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.

Igbaltex, adalah salah satu UMKM yang berkedudukan di Surabaya, bergerak di bidang
perdagangan sarung. Dalam masa pandemi ini kami selaku tim pengabdian masyarakat akan
memberikan informasi terkait beberapa kebijakan pemerintah yang harus diketahui oleh pelaku
UMKM. Diharapkan informasi ini dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan dan

nantinya dapat membantu pelaku UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

1. TUJUAN DAN MANFAAT PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Tujuan Kegiatan Pengabdian

a. Memberikan tambahan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan kepada pelaku
UMKM, Igbaltex, Surabaya

b. Memberikan tambahan pengetahun tentang PP No. 23 Tahun 2018 kepada pelaku
UMKM, Igbaltex, Surabaya.

c. Memberikan pengetahuan PPh Final bagi pelaku UMKM, Igbaltex, Surabaya.

d. Memberikan pengetahuan mengenai Pajak Penghasilan pasal 21 bagi pelaku UMKM,
Igbaltex, Surabaya.

e. Memberikan pengetahuan tentang pelaporan pajak bagi pelaku UMKM, Igbaltex,

Surabaya.



2. Manfaat Kegiatan Pengabdian
a. Membantu Igbaltex Surabaya mendapatkan pengetahuan perpajakan terbaru.
b. Membantu Igbaltex Surabaya untuk mendapatkan pengetahuan tentang PPh Final.
c. Membantu Igbaltex Surabaya untuk mendapatkan pengetahuan tentang PPh pasal 21.
d. Membantu Igbaltex Surabaya untuk dapat melaporkan Pajak penghasilan yang

terutang.

I1l. METODE PELAKSANAAN DIMASA PANDEMI COVID-19

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada kegiatan ini dengan memberikan
wacana dalam memahami peraturan perpajakan terbaru khususnya Pajak Penghasilan Final,
PPh 21 beserta pelaporannya bagi pelaku UMKM Igbaltex di Surabaya.

Dimasa pandemi covid-19 ini kami sebagai tim pelaksana mematuhi peraturan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sedapat mungkin mengurangi tatap muka atau pertemuan dengan
pihak lain. Untuk itu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini kami lakukan secara daring
dan tatap muka. Kami juga melakukan percakapan melalui whatsapp dan video call dengan pihak
Igbaltex Surabaya. Secara terperinci penyampaian materi dilaksanakan sebagai berikut:

a. Mengenalkan kepada pelaku UMKM tentang peraturan perpajakan terbaru.

b. Memberikan gambaran kepada pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan yang harus
dipenuhi di masa pandemi covid-19.

c. Memberikan gambaran kepada pelaku UMKM mengenai PPh Final.

d. Memberikan gambaran kepada pelaku UMKM mengenai Pajak Penghasilan pasal 21.

e. Mensosialisasikan PP No. 23 Tahun 2018 tentang kebijakan perpajakan di masa pandemi
covid-19.

f. Memberikan pengetahuan tentang cara pelaporan pajak.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami laksanakan di Igbaltex Surabaya yang
pertama kali adalah dengan melaksanakan survey. Survey dilaksanakan di kantor Igbaltex, jalan

Ketapang Proten No. 6C Surabaya. Survey kami lakukan dengan metode tatap muka.



Adapun jadwal kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada UMKM Igbaltex adalah sebagai
berikut :

1. Hari : Senin
Tanggal : 26 Oktober 2020
Pukul : 10.00 WIB-Selesai
Kegiatan : Survey pendahuluan ke lokasi Igbaltex Surabaya. Kegiatan survey ini
bertujuan untuk mengetahui permasalahan
Doumentasi : Foto kegiatan survey
. Hari . Selasa
Tanggal : 3 Nopember 2020
Pukul :14.15WIB
Kegiatan : Membicarakan pelaksanaan pelatihan beserta kesiapan Igbaltex
Surabaya.
. Hari : Rabu
Tanggal : 18 Nopember 2020
Pukul :14.30 WIB
Kegiatan : Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan melalui percakapan menggunakan
aplikasi whatsapp dan video call dengan pihak Igbaltex Surabaya.
Dokumentasi : Screen shoot percakapan melalui aplikasi whatsapp

Selain itu, kegiatan pelatihan kami lakukan percakapan melalui aplikasi whatsapp dan video call
dengan pihak Igbaltex Surabaya yaitu :

4. Hari : Senin
Tanggal : 7 Desember 2020
Pukul :14.50 WIB
Dokumentasi - Screen shoot percakapan melalui aplikasi whatsapp



5. Hari : Selasa

Tanggal : 22 Desember 2020

Pukul :10.00 WIB

Dokumentasi : Screen shoot percakapan melalui aplikasi whatsapp
V. SIMPULAN

Selama masa pandemi covid-19 semua sektor terdampak, tidak hanya di dunia demikian juga
dengan Indonesia. Igbaltex yang berkedudukan di Surabaya juga merasakan dampak covid-19
tersebut. Produk sarung yang dijual dibeberapa kawasan di Indonesia mengalami penurunan,
meskipun penurunannya tidak begitu besar. Sebagai pelaku UMKM, Igbaltex merasa berat dalam
melaksanakan pemenuhan perpajakannya.

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan informasi tentang Peraturan
Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengenai PPh final, juga informasi mengenai PPh pasal 21
beserta cara pelaporan pajaknya untuk UMKM. Seluruh informai perpajakan ini bertujuan untuk
membantu para pelaku UMKM agar bisa bertahan dalam menjalankan usahanya. Harapan
pemerintah dengan bertahannya usaha UMKM dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional

setelah masa pandemi berlalu.

V1. REKOMENDASI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat terjadi pandemi covid-
19 di Indonesia. Oleh karena itu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di
kediaman masimg-masing sesuai dengan anjuran Pemerintah, yaitu melakukan pembatasan sosial.
Tim pengabdian Stiesia Surabaya melakukan pengabdian dari kediaman masing-masing,
sedangkan Pak Igbal beserta staf melakukan percakapan dengan tim Stiesia Surabaya di kantor
Igbaltex di JI. Ketapang Proten No. 6C Surabaya. Dari informasi secara garis besar yang diperoleh,
bahwa selama pandemi covid-19 ini Igbaltex mengalami penurunan penjualan sarung. Sebagai
pelaku UMKM, Igbaltex belum mengetahui adanya kebijakan perpajakan di masa pandemi
covid-19.



Tim pengabdian Stiesia Surabaya memberikan informasi terkait kebijakan pemerintah di

bidang pajak. Informasi yang disampaikan adalah mengenai PPh final, PPh pasal 21 beserta

pelaporannya. Diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan manfaat

secara nyata. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1.
2.

o a ~ w

Perlu adanya keberlanjutan kegiatan untuk mengetahui peraturan perpajakan yang baru.

Perlu adanya pengetahuan dan pemahaman kebijakan perpajakan di masa pandemi.
covid-19.

Perlu adanya pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Perlu adanya pemahaman mengenai perhitungan PPh pasal 21

Perlu adanya pengetahuan tentang pelaporan perpajakan.

Memperdalam materi kebijakan perpajakan sehingga Igbaltex dapat melakukan pemenuhan
perpajakannya dengan benar.

VIil. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada:

1.

Pimpinan Igbaltex Surabaya, Bapak Igbal Muhammad Bahasuan yang telah memberikan

kesempatan dan kemudahan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

. Ketua Sekolah Tinggi llmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang telah memberikan

dukungan dan bimbingan kepada kami.

. LPPM Sekolah Tinggi llImu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang telah memberikan

bimbingan kepada kami hingga terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.
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Ketapang Proten No. 6C
Phone : + 6231 3552092
JawaTimur - Surabaya

IQBALTEX

Indopesia

Email : Igbal_bhs2000@yahoo.com

Surabaya, 15 Oktober 2020

Kepada Yth.

Ketua LP2M Sekolah Tinggi [lmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)
JI. Menur Pumpungan 30

Surabaya

Dengan ini mengajukan permohonan kepada dosen STIESIA Surabaya atas nama:

1. Agung Kristiawan

2. Iffah Qonitah

3. Ratna Nugraheni
Untuk memberikan pelatihan terkait perpajakan dengan judul “Pengetahuan Dasar PPh Final
dan PPh 21 beserta pelaporannya pada Igbaltex Surabaya™ pada:

Tanggal : 25 Oktober — 24 Desember 2020
Tempat : IQBALTEX

J1. Ketapang Proten No. 6¢, Surabaya
Materi :

1. Agung Kristiawan : Pengetahuan tentang Pelaporan PPh Final bagi UMKM pada

Igbaltex Surabaya

2. Iffah Qonitah :  Pengetahuan dasar PPh 21 bagi UMKM pada Igbaltex
Surabaya

3. Ratna Nugraheni : Pengetahuan dasar PPh Final bagi UMKM pada Igbaltex
Surabaya

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.
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SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak., CA.

Atas Partisipasinya Sebagai Narasumber Dalam Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan
Perpajakan “Pengetahuan Dasar PPh Final dan PPh 21" di Igbaltex

Pada September 2020 — Januari 2021
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Atas Partisipasinya Sebagai Narasumber Dalam Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan
Perpajakan “Pengetahuan Dasar PPh Final dan PPh 21" di Igbaltex
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Diberikan Kepada

Agung Kristiawan, S.E., M.S.A,, Ak,

Atas Partisipasinya Sebagai Narasumber Dalam Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan
Perpajakan “Pengetahuan Dasar PPh Final dan PPh 21” di Igbaltex

Pada September 2020 — Januari 2021
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DOKUMENTASI SURVEY 26 OKTOBER 2020













DOKUMENTASI 03 NOPEMBER 2020

G & 2 164% 8 1438

PKM TIM PAJAK

Agung, lbaltex, Ratna-matrix, Anda

Assalamu'alaikum Pak

Assalamualaikum Pak (-

Assalamu'alaikum Pak 1 |

Wa'alaikum salam pak, bu (45

Kristiawa

Bagaimana kabarnya Bapak dan karyawan-karyawan di
perusahaan Bapak?

Alhamdulillah pak, kabar kami baik-baik saja . Sehat |,

matr
LIIX

Bagaimana usahanya Pak? Apakah ada peningkatan
permintaan dari konsumen?

Alhamdulillah dalam beberapa bulan ini sudah mulai ada
peningkatan permintaan

Ratna-matrix

Kalau boleh tahu, pemasaran sarungnya kemana saja ya Pak?

Produk kami memang masih kami pasarkan keluar pulau
seperti Kalimantan dan Sulawesi bu

Apakah hanya dipasarkan di dalam negeri saja pak? ;1 ¥

~ i i v Q o
v/ \V

GadD 2 4 64% @ 1438

PKM TIM PAJAK TR

Agung sedang mengetik.

Tidak bu

Berarti di ekspor juga pak? 1, .

Betulbu

Ratna-matrix
Diekspor kemana saja Pak? . ;

Sebagian besar ke Timur Tengah, seperti ke Arab Saudi,
Yaman, Qatar

Agung Kristiawa

Hanya ke Timur Tengah saja Pak? 1,

Tidak pak, kami juga ekspor ke Afrika, seperti Maroko dan
Mesir 14,33

Pak, sesuai dengan survey yang kami lakukan beberapa waktu
lalu, maka kami dari Stiesia akan melaksanakan Pengabdian
Kepada Masyarakat di Iqbaltex. Pada kesempatan ini Saya, Bu
[ffah dan Bu Ratna akan membantu memberikan pemahaman
tentang perpajakan. Materi yang akan kami sampaikan, kami
sesuaikan dengan kondisi yang ada di perusahaan bapak |

Waduh..terimakasih sekali pak. Bapak dan ibu-ibu dari stiesia
berkenan membantu kami ,‘

Baik pak, akan kami jadwalkan pelaksanaanya dengan bapak

Siap pak Agung, saya tunggu kabarnya

Ratna-matrix

Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum ;5

Terima kasih pak . -

Sama-sama, Wa'alaikum salam 4

> QO
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GhaD 2,0 64% I 1449

PKM TIM PAJAK B\

Agung, Iqbaltex, Ratna-matrix Anda

Aouna Krichiawa

Assalamu'alaikum pak, sesuai kesepakatan saya beberapa
waktu yang lalu, bahwa hari ini saya, bu Iffah dan bu Ratna
darf Stiesia akan memberikan beberapa pengetahuan tentang
Perpajakan

Kami sudah siap pak, silahkan

Pengetahuan perpajakan akan kami bagi menjadi 3 topik.
Saya akan menjelaskan tentang pelaporan PPh bagi UMKM.
Bu Ratna akan menjelaskan tentang Pengetahuan dasar PPh
Final bagi UMKM, dan Bu Iffah akan menjelaskan tentang
Pengetahuan dasar PPh 21 bagi UMKM

Siappak 144

Pak, mohon informasinya apakah pegawai bapak semuanya

pegawai tetap ?

Iya bu. Sebagian besar pegawai tetap, hanya ada beberapa
saja yang dibayarkan borongan ‘

Baik pak kalau begitu saya akan menjelaskan untuk pph 21

pegawai tetap yaa. Materi dan contoh perhltungannya akan

kami kirimkan melalui email ya pak?

Baik bu terima kasih. Nanti kalau ada kesulitan saya boleh
tanya-tanya ya bu? .

Oy -] 2 64% @ 1451

PKM TIM PAJAK T

Agung, Igbaltex, Ratna-matrix, Anda

Siap pak, akan kami bantu 1,4, »

Bapak, apakah Igbaltex sudah memahami tentang PPh final
untuk usaha Bapak? 448

Belum paham secara detail kamibu

Balk Pat;, p?njelasan serta peraturannya akan saya email
Terima kasih bu 4,

ﬁéh..seka;éég bagian saya pak 4

Bapak bagian yang mana ya pak?

g;giaﬁ saya .u;tuk yang pelaporan PPh final bagi UMKM

Kalau begitu sekalian saja materi bapak dikirim email sama
dengan materi nya ibu-ibu ya pak

Siap pak
Terimakasih pak, bu
Sama-sama pak
Baik pak sama-sama . .
Baik Pak .

' v 0 o
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£50 2 66% B 1509

PKM TIM PAIAK .

Agqung, labaltex, Ratna-matrix Anda

Assalamualatkum bapak dan bu, ini setelah saya dan staff
saya pelajari ternyata ada beberapa hal yang belum paham,
Boleh saya dibantu ya pak, bu? s

Baik Pak silahkan, apa yang bisa kami bantu? 1,
Yang mana pak.monggo

Ini pak, tentang ph pasal 21 itu saya masih bingung di
perhitungan besarnya biaya jabatan. Bisa dijelaskan pak, bu?

baik pak saya akan coba jelaskan nggih. Jadi besaran biaya
jabatan adalah sebesar 5% dari total penghasilan bruto, tapi
ada batas maksimalnya pak yaitu Rp 500,000 per bulan dan Rp
6,000,000 per tahun

Jadi kalau untuk perhitungan pph 21 yang per bulan itu saya
pakai yang Rp 500,000 itu ya bu?

betul pak 157,

Terus bu, saya juga masih belum paham untuk ptkp pegawai
saya yang wanita bu -

2 66% M 1509
PKM TIM PAJAK TR

Aaung, lgbaltex, Ratna-matrix, Anda

Ooooh batk pak. Untuk wanita memang ada ketentuan khusus
dalam perhitungan PTKP nya.

1.Bila wanita tersebut sudah menikah dan suaminya
berpenghasilan maka PTKP bagi karyawati tersebut = TK/0
yang artinya dianggap sebagai bujangan

2Bila wanita tersebut sudah menikah, tapi suaminya tidak
berpenghasilan, maka PTKP yang ditanggung karyawati
tersebut adalah ; untuk diri sendiri, tambahan kawin dan
tanggungan jika ada 1459 4

Baik bu, terima Kasih penjelasannya, karena terus terang
selama ini saya bingung di masalah itu

sama-sama bapak (;

Ratna-mariy
Ada laqi Pak yang ingin ditanyakan? ;)

Iya bu, saya juga sekalian mau tanya tentang pph final ini bu.
Apakah benar tarifnya 5% dari penghasilan brutoya bu? :

O " it
Ratna-matry

Betul Pak sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Dulu memang
tarifnya 1% Pak, namun sekarang sudah turun menjadi 0.5%

Itu saya bisa lihat peraturannya dimana ya bu?

Ratna-mat

Bisa dilihat di PP No. 23 Tahun 2018, nanti saya kirim email
sekalian Pak 50 @



&G m 2 .11 66%E 15.09

& PKM TIM PAJAK

Agung, Igbaltex, Ratna-matrix, Anda

Baik bu terima kasih

;z;k,‘al\da pe;{anyaan buat saya pak?
Hahahaha... Ada pak agung jangan kuatir
Apa p;k y.ar‘fg.akan ditanyakan?

Pak, saya harus melaporkan pph final saya menggunakan SPT
yang mana ya?

151 dl SPT1770 pak yang lampiran III

Di SPT 1770 1770 lampiran III yang bagian mana ya pak?
Byéﬁak isrkan dl bagian A nomor 16

Mengisinya bagaimana pak?

Kolom DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO
diisi besaran omzet, sedangkan kolom PPh Terutang diisi PPh
0,5%

Terima kasih pak, nanti kalau saya dan staff masih ada yang
belum paham bisa tanya-tanya lagi ya pak? 5

Actiines Krietiawar
Agung i\ istiawan

Siap pak 1509

Ratna-matrix

Baik Pak, Terima kasih. Assalamualaikum -

Wa'alaikum salam pak, bu 59
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LAMPIRAN 5
DAFTAR HADIR



Daftar Hadir
1. 26 Oktober 2020

No. Nama Keterangan
1 | Agung Kristiawan (Stiesia Surabaya) Hadir
2 | Iffah Qonitah (Stiesia Surabaya) Hadir
3 | Ratna Nugraheni (Stiesia Surabaya) Hadir
4 | Igbaltex (Bpk. Igbal Muhammad Bahasuan) Hadir
2. 3 Nopember 2020
No. Nama Keterangan
1 | Agung Kristiawan (Stiesia Surabaya) Hadir
2 | Iffah Qonitah (Stiesia Surabaya) Hadir
3 | Ratna Nugraheni (Stiesia Surabaya) Hadir
4 | Igbaltex (Bpk. Ilgbal Muhammad Bahasuan) Hadir
3. 18 Nopember 2020
No. Nama Keterangan
1 | Agung Kristiawan (Stiesia Surabaya) Hadir
2 | Iffah Qonitah (Stiesia Surabaya) Hadir
3 | Ratna Nugraheni (Stiesia Surabaya) Hadir
4 | Igbaltex (Bpk. Igbal Muhammad Bahasuan) Hadir




4. 7 Desember 2020

No. Nama Keterangan
1 | Agung Kristiawan (Stiesia Surabaya) Hadir
2 | Iffah Qonitah (Stiesia Surabaya) Hadir
3 | Ratna Nugraheni (Stiesia Surabaya) Hadir
4 | Igbaltex (Bpk. Igbal Muhammad Bahasuan) Hadir

5. 22 Desember 2020

No. Nama Keterangan
1 | Agung Kristiawan (Stiesia Surabaya) Hadir
2 | Iffah Qonitah (Stiesia Surabaya) Hadir
3 | Ratna Nugraheni (Stiesia Surabaya) Hadir
4 | Putri (Igbaltex) Hadir
5 | Maya (Igbaltex) Hadir
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MATERI



PAJAK PENGHASILAN

PPh Final

Bagi UMKM

Pajak

»Pgjak adalah iuran rakyat kepada negara
berdasarkan Undang-undang, yang dapat
dipaksakan dengan tidak mendapat jasa
imbal balik secara langsung dan digunakan
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum




Penghasilan

»Tambahan ekonomis yang diperoleh atau
diterima oleh wajib pajak yang dapat
menambah kekayaan wajib pajak, diperoleh
dari dalam negeri maupun dari luar negeri
engan nama dan dalam bentuk apapun

Pajak Penghasilan

/

| =Pqgjak negara yang dikenakan terhadap setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima

atau diperoleh wajib pajak , baik yang berasal

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang
apat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah  kekayaan wajib pagjak  yang
bersangkutan



UMKM
Usaha Mikro

»Jsacha mikro adalah usaha ekonomi produktif
yang dimiliki perorangan maupun badan usaha
sesudi dengan kriteria usaha mikro. Kriteria usaha

mikro adalah pengusaha yang memiliki  kekayaan

rsih mencapai jumlah sebesar Rp. 50.000.000,

idak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha.

Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya

maksimal Rp. 300.000.000

UMKM
Usaha Kecil

= Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri. Usaha kecil ini dilakukan oleh perorangan atau badan
yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha
menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha
kecil. Adapun kriteria usaha kecil tercantum dalam Undang-
undang yang menjelaskan tentang UMKM. Kriteria asset
yang dimilki oleh usaha kecil adalah Rp. 50.000.000 sampai
dengan  Rp. 500.000.000. Sedangkan kriteria omzet adalah
jika omzet lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp.
50.000.000.000



UMKM
Usaha Menengah

f ®» Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang

7 dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha
besar dengan jumlah kekayaan bersih sebesar Rp.
500.000.000 sampai Rp. 1.000.000.000. Sedangkan kriteria
omzet usaha menengah adalah jika omzet lebih dari
Rp. 2.500.000.000 sampai Rp. 50.000.000.000

PP No. 23 Tahun 2018

»PP 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur
pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi waijib
pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet)
sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun
pajak. PP tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun
13 yang telah berlaku seloma lima tahun sejak
pemberlakuannya 1 Juli 2013



Pokok-Pokok Perubahan

Adapun pokok-pokok perubahannya adalah sebagai berikut:

= Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang
wajibdibayarkan setiap bulannya;

= Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%,
atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17
Unddng-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;

= Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:

a.Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi vyaitu selama 7 tahun;

b. Bagi Waijib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan
Komanditer,atau Firma selama 4 tahun;

c. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3
tahun.

Tujuan

» Pemberlakuan aturan  baru ini  dimaksudkan  untuk
mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan
ekonomi dengan memberikan kemudahan dan

kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan
kewqjiban perpajakannya. Dengan penerapan tarif baru ini
ka beban pagjak yang ditanggung oleh pelaku UMKM
enjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki
kemampuan  ekonomi yang lebih  besar  untuk
mengembangkan usaha dan melakukan investasi



= Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan
waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum
WP tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara
umum sesudi dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan.
Kebijakan ini juga memberikan keadilan kepada pelaku
UMKM yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga
wdjib pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan

erdasarkan tarif umum Undang-undang Pajak Penghasilan

Mekanisme PPh Final PP 23/2018

= Mekanisme perhitungan PPh OP ini berlaku bagi waijib pajak
pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8
miliar dalam setahun. WP OP ini hanya menyelenggarakan
pencatatan saja dalam satu tahun pajak.

= Perhitungan PPh OP ini tidak menyelenggarakan
pembukuan, sehingga okan dikenakan PPh yang bersifat
inal sesuai tarif dan ketentuan pada PP 23 Tahun 2018, yakni
tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet bruto.



PPH PASAL 21 KARYAWAN TETAP




PENGERTIAN

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan
Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui
pemotongan pajak atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang
Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
dan kegiatan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomer 32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal
21 danfatau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan,
Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

PEMOTONG PAJAK
PEMBERI KERJA
BENDAHARAWAMN PEMERINTAH, TERMASUK KEDUTAAN BESAR RI DI LUAR
NEGERI
DANA PENSIUN, PT TASPEN, PT ASTEK DAN PENYELENGGARA JAMSOSTEK
ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS, SERTA BADAN YG
MEMBAYAR HONORARIUM
PENYELENGGARA KEGIATAN YG MEMBAYAR HONORARIUM , HADIAH,
PENGHARGAAN BERKENAAN DNG SUATU KEGIATAN
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KEWAJIBAN Pemotong Pajak

1. MENDAFTARKAN DIRI KE KPP SETEMPAT

2. MENGHITUNG, MEMOTONG PPh PASAL 21/PASAL 26
PADA SAAT MELAKUKAN PEMBAYARAN BAIK KEPADA
PEGAWAI TETAP MAUPUN BUKAN PEGAWAI TETAP DAN
PENERIMA PENSIUN

3. MENERBITKAN BUKTI POTONG PPH PASAL 21/PASAL 26,
UNTUK PEGAWAI TETAP PALING LAMBAT 1 BLN SETELAH
BERAKHIRNYA TAHUN KALENDER SEDANGKAMN UNTUK
PEGAWAI LEPAS DIBUAT SETIAP KALI DILAKUKAN
PEMOTONGAN PAJAK

KEWAJIBAN Pemotong Pajak

4. MENYETORKAN PPH PASAL 21 YANG TELAH
DIPOTONG

5. MELAPORKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH
PASAL 21, DENGAN MENGGUNAKAN SPT MASA

6. MEMBUAT KERTAS KERJA UNTUK PENGHITUNGAN
PAJAK PASAL 21/PASAL 26




Suhyelt Pajak penghasilan pasal 21/pasal 26
* Pegawai
penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua,
atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan
pemberian jasa
anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai
Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan
dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan

OBYEK PAJAK

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa
penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur

b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara
teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya

c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat
pensiun,tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan
sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun
sejak pegawai berhenti bekerja

d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa
upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau
upah yang dibayarkan secara bulanan

;;-'\ =V S\ =V \ 3
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Tarif Pajak Penghasilan WP Ber-NPWP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000

Di atas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000

Di atas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000

Di atas Rp. 500.000.000

\2Y S 2
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TariF PPh WPOP — Tidak Mempunyai NPWP
Bagi WPOP yang tidak mempunyai NPWP tarif Pajak Penghasilannya lebih tinggi 20% jika
dibandingkan dengan WPOP yang mempunyai NPWP

Sampai dengan 50 juta
50 juta — 250 juta
250 juta — 500 juta




PTKP: (PMK 122 /PMK.010/2015)

Rp.54.000.000,- Untuk diri Wajib Pajak

Rp.4.500.000,- Tambahan utk WP Kawin

Rp.4.500.000,-

PTKP Karyawati

Kawin
Suami tidak Kawin
berpenghasilan

1. Diri sendiri; 1. Diri sendiri;

2. Status kawin; 2. Tanggungan

3. Tanggungan maks 3.
maks 3.

S

menunjukkan ket. tertulis dari pemerintah daerah setempat
serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima/
memperoleh penghasilan
L J




TANGGUNGAN

Anggota Keluarga Yang Dapat Menjadi Tanggungan Wajib Pajak adalah :
A. Sedarah Lurus Satu Derajat

1. Orang Tua (Tidak Mempunyai Penghasilan)

2. Anak Kandung

B. Semenda Lurus Satu Derajat
1. Mertua (Tidak Mempunyai Penghasilan)
2. Anak Tiri

=\ =V \Y/
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CARA MENGHITUNG
PPh PASAL 21
KARYAWAN TETAP
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1. Penghasilan Bruto / Bulan
a. Gaji
b. Tunjangan
c. Premi Asuransi
dibayar perusahaaan

Jumlah Ph Bruto / bulan

NS
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2. Pengurang
a. Biaya Jabatan
b. Iuran yang dibayar
oleh karyawan

Jumlah Pengurang




3. Penghasilan Neto / Bulan
a. Penghasilan Bruto
b. Pengurang

Jumlah Penghasilan Neto / Bulan

=\ =V \Y/
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D. MENGHITUNG PENGHASILAN / TAHUN

4. Penghasilan Neto / Tahun
a. Penghasilan Neto / bulan
b. Dikalikan 12

Jumlah Penghasilan Neto / Tahun




E. MENGHITUNG PTKP / TAHUN

5. Penghasilan Tidak Kena Pajak
a. WP Sendiri Rp. xx
b. WP Kawin
c. Tanggungan

Jumlah PTKP

Catatan :
Dalam menghitung PTKP, disesuaikan dengan keadaan wajib pajak

=\ =V \Y/
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6. Penghasilan Kena Pajak
a. Penghasilan Neto / Tahun
b. PTKP

Jumlah Penghasilan Kena Pajak




G. MENGHITUNG PPH 21 TERUTANG

7. Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang
a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak
b. Dikalikan dengan Tarif pasal 17
(Tarif Progresif)

=Y gl = g7\ =
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PPH PASAL 21 BAGI KARYAWAN
DENGAN UPAH HARIAN
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UPAH HARIAN

1.Upah sehari kurang dari Rp. 450.000, jumlah upah dalam
satu bulan kurang dari Rp. 4.500.000

4

Tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong
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UPAH HARIAN

2. Upah sehari lebih dari Rp. 450.000, jumlah upah dalam satu bulan kurang
dari Rp. 4.500.000

PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah ;
- Upah sehari Rp. ¥x
- Upah sehari lebih dari 450.000

Upah Sehari Kena Pajak

PPh pasal 21




3.JIKA UPAH YANG DITERIMA DALAM SATU BULAN LEBIH DARI RP. 4.500.000 TETAPI
KURANG DARI RP. 10.200.000. MAKA PPH PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG ADALAH :
a. Upah seharl
b. PTKP Harlan
{hari kerja x(PTKP : 360)}

Upah Sehari Kena Pajak
c. PPh Pasal 21 sehari
5% xRp C
d. PPh Pasal 21 sebanyak hari kerja
Banyaknya hari kerja x Rp. D

Jika upah vyang diterima dalam satu bulan
lebih dari Rp. 10.200.000, maka PPh Pasal 21 yang
harus dipotong adalah dengan menerapkan tarif
pasal 17, yaitu atas jumlah brutoc dalam satu bulan
yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP
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PELAPORAN

Tata Cara Pelaporan Pajak

UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara
Perpajakan (KUP), Pasal 3 ayat (1) menyatakan :

® “Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT),
menandatangani dan menyampaikan ke Kantor Direktorat
Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau
terkukuhkan di tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat
Jenderal Pajak "



Sarana Pelaporan

* Sarana Pelaporan Pajak adalah Surat Pemberitahuan
(SPT).

® Aplikasi SPT excel
2 e-SPT

Definisi SPT

* SPT merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak
yang terhutang menurut UU Pajak.



Fungsi SPT

* Fungsi Surat Pemberitahuan adalah:

® Merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk menetapkan
sendiri besarnya pajak yang terutang.

® Merupakan sarana pemotong pajak untuk menetapkan
sendiri besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan
telah dipotong.

Jenis SPT

I SIT (Swrat Fembentalnan) l

| |

SFT Masa SPT Tahunan

| SPT Masa l

. !

Yaitu surat vang oleh Wajib Pajak digunakan wntuk memberitahukan
jumlaly pajak vang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu
saat

Contoh & "
_ SPT Masa PPN
- SPT Masa PFh pasal 21




SPT Tahunan
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Yaitu surat vang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan
jumlah pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak

Contoh :
- SPT Tahunan WP OP
- SPT Tahunan PPh Ps 21

Batas Penyampaian SPT

BATAS WAKTU

20 hari
setelah akhir
Masa Pajak

SPT Masa




SPT Masa










